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ABSTRAK 

 

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan 

perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Akhir- akhir ini, 

fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi seperti penggusuran PKL 

di depan Masjid Raya Baiturrahman pada akhir tahun 2021 dan baru-baru ini di 

depan Fakultas pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tepatnya pada tanggal 15 

Maret 2022 dan setelah itu dipasangkan himbauan larangan berjualan di sana. Para 

PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi 

manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian menggunakan 
metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok 

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.Tujuan penelitiann ini 

adalah untuk menjelaskan dampak yang dirasakan oleh PKL dengan adanya Qanun 

Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan 

Pedangan Kaki Lima dan menjelaskan faktor penyebab terhambat kinerja 

pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 

Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya alasan memilih menjadi seorang 

PKL yaitu dilator belakangi oleh faktor ekonomi dan pendidikan.Implementasi 

kebijakan mengenai PKL di Kota Banda Aceh  yaitu pemerintah melakukan 

berbagai upaya dalam mengimplementasikannya  yaitu sosialisi, penertiban dan 

relokasi. Dan dalam pembuatan suatu regulasi kebijakan seharusnya pemerintah 

harus meninjau ke akar-akarnya apakah suatu kebijakan relevan dengan segala 

aspek yang terjadi lapangan, dalam hal ini pemerintah tidak hanya fokus terhadap 

penertiban namun tidak memberikan alternatif lain terhadap PKL yang digusur. 

 

Kata Kunci:  Kebijakan, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Penertiban 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan 

perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Akhir- akhir ini, 

fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi seperti penggusuran PKL 

di depan Masjid Raya Baiturrahman pada akhir tahun 2021 dan baru-baru ini di 

depan Fakultas pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tepatnya pada tanggal 15 

Maret 2022 dan setelah itu dipasangkan himbauan larangan berjualan di sana. Para 

PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi 

manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dikarenakan 

penggusuran dilakukan secara paksa serta dengan disertai pengambilan barang 

dagangan milik PKL yang menyebabkan perdebatan sengit antara PKL dengan 

aparat pemerintah. Padahal PKL berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari.1 

 Pedagang kaki lima merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah 

rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, 

dikarenakan mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai 

untuk dapat bersaing dalam lapangan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari dan membiayai kehidupan keluarga, profesi pedagang kaki lima 

pun terpaksa dilakukan. Pekerjaan menjadi PKL pun dipilih karena hanya hal  

tersebut yang mungkin untuk dilakukan. Ia tidak membutuhkan modal yang cukup

 
 1Iqbal Tawakkal Pasaribu, Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum, 

(artikel), dikutip dari website: http://hmi.wordpress.com, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021. 
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besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi serta mudah untuk dikerjakan. 

 Di Indonesia, sampai kini memang belum ada Undang-Undang yang khusus 

mengatur pedagang kaki lima. Namun demikian, walaupun belum ada undang-

undang resmi yang diatur oleh pemerintah pusat, telah ada peraturan daerah (Perda) 

yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur para pedagang kaki lima agar 

berjualan secara tertib di tempat yang telah ditentukan.2 

 Hal ini dikarenakan fenomena maraknya pedagang kaki lima telah menjadi 

permasalahan yang terjadi di kota-kota besar, tidak terkecuali pula di Kota Banda 

Aceh. Pusat-pusat keramaian menjadi lokasi utama para PKL. Biasanya mereka 

berada di pinggir-pinggir jalan protokol, seperti di Jalan Syiah Kuala, Kota Banda 

Aceh sehingga semakin menambah kepadatan jalan tersebut. Para Pedagang Kaki 

Lima jugamenempati ruas-ruas jalan, trotoar sehingga menganggu aktivitas jalan. 

Sebagian besar ruas jalan yang di tempati Pedagang Kaki Lima yaitu Jalan Cut Ali, 

Jalan Tengku Chik Pante Kulu, dan Jalan Pangeran Di Ponegoro.  Stereotip negatif 

kemudian sering pula disematkan kepada para PKL, seperti menambah kekumuhan 

dan mengganggu ketertiban masyarakat. 

Berbagai strategi telah ditempuh oleh Pemkot Banda Aceh dalam 

menangani PKL ini, di antaranya melalui penertiban dan relokasi yang dilakukan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). 

Langkah-langkah tersebut diambil dengan berpedoman pada peraturan daerah yang 

telah disahkan DPRD Banda Aceh yaitu pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 

 
 2 Ibid 
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Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Pada Pasal 1 ayat (6) 

diberikan definisi mengenai PKL yakni:  

“Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang 

dalam usahanya mempergunakan tempat usaha, sarana atau perlengkapan 

usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah 

yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain.” 

 Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menangani 

masalah pedagang kaki lima ini di antaranya adalah dengan menertibkan para PKL 

yang menggelar lapak dagangannya di tempat-tempat yang dilarang berjualan, 

seperti di trotoar tempat pejalan kaki, di pinggir jalan dan di depan pertokoan. Hal 

tersebut dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota serta 

untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas, karena pinggiran jalan yang 

seharusnya dimanfaatkan untuk lalu lintas kendaraan telah dijadikan lapak 

berjualan. Langkah lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu 

dengan merelokasi para PKL yang melanggar aturan berjualan ke tempat yang telah 

ditentukan. Selanjutnya selalu diadakan pengawasan dan pembinaan, agar para 

PKL tidak melanggar aturan lagi.  

 Bila mengkaji kembali isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta melihat realita yang ada, maka dapat 

dinyatakan bahwa pemerintah kota diperkenankan untuk mengambil tindakan-

tindakan tertentu untuk menertibkan PKL dengan alasan untuk ketertiban, 

kebersihan dan keindahan kota. Di sini pemerintah kota terkesan lebih 

mementingkan estetika tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib 
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PKL yang mayoritas kondisi ekonominya lemah. Menurut Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL yang telah 

disebutkan di muka, dapat dikatakan bahwa pembinaan PKL dilakukan dengan 

mempertimbangkan kelangsungan usaha para PKL dan setelah terlebih dahulu 

disosialisasikan kepada para PKL. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemkot 

adalah dengan merelokasi PKL. 

 Relokasi PKL di Banda Aceh merupakan salah satu kebijakan pemerintah 

daerah dalam hal penertiban. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tentunya tidak 

hanya menimbulkan suatu pengaruh bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat 

sekitar yang mana keputusan relokasi seringkali hanya sepihak. Sehingga terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan permasalahan baru. 

Disinilah PKL terkena dampaknya, tidak dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan 

harus keluar dari wilayah tersebut. Relokasi ini diawali dengan tindakan penertiban 

yang dilakukan oleh Pemkot Banda Aceh. Tidak adanya komunikasi yang efektif 

antara Pemkot menyebabkan terjadinya perlawanan dari para PKL, terutama 

mereka yang menjalankan aktivitas. Demikian pula, tidak adanya perencanaan yang 

komprehensif dari Pemkot, menyebabkan perlawanan (resitensi) di kalangan para 

PKL.  

 Idealnya, peraturan yang dibuat atau qanun yang diterapkan oleh Pemko 

Banda Aceh harus terimplementasi dengan baik dan terlaksana sesuai perencaanaan 

pembentukan qanun itu sendiri. Penulis merasa isi qanun tersebut belum terealisasi 

dengan baik seperti tidak adanya tempat baru untuk PKL melanjutkan berjualan. 

Untuk itu, perlu kiranya pihak Pemko Banda Aceh untuk melakukan realisasi ulang 
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terhadap qanun-qanun tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analisis Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberlakuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 

Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima? 

2. Bagaimana respon para PKL mengenai pemberlakuan Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan dampak yang dirasakan oleh PKL dengan adanya 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan dan 

Pembinaan Pedangan Kaki Lima 

2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terhambat kinerja pemerintah Kota 

Banda Aceh dalam penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 

2007 Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah 

keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 
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2. Manfaat Praktis. 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan 

tentang Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan 

Pedangang Kaki Lima (Pkl) (Analalisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 

Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian yang Relavan 

 Penelitian pertama dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh 

Zulkardi,dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan 

Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota). Tujuan penelitian 

ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan 

PKL, dan mengganalisis peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam 

menertibkan PKL. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis lapangan (Field 

Research) dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Subjek dalam penelitian adalah PKL pasar Aceh dan 

pasar Peunayong dengan jumlah sampel masing-masing 5 orang. Adapun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam 

menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun. 

Hal ini dilakukan untuk menertibkan PKL agar tidak mengganggu pejalan kaki, 

jalan raya, dan ketertiban umum. Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi 

qanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media sosial dan website resmi 

Pemko Banda Aceh (http://www.jdih.bandaacehkota.go.id), dan bahwa secara 

langsung dimana petugas langsung menjumpai para PKL untuk mengumumkannya. 

Dalam menerapkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan 

Qanun tentang penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan peluang dan 

tantangan yang serius. Peluang pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan 

PKL yaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko 

Banda Aceh dalam menata kebersihan kota. Kota yang bersih dan indah merupakan
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dambaan semua kalangan. Tantangan-tantangan yang jauh lebih besar, yaitu berupa 

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Namun itu semua dapat teratasi dengan 

saling bekerja sama antar kalangan. Tantangan terbesar lainnya adalah banyaknya 

PKL, sedangkan lokasi berjualan di pasar Aceh semakin hari semakin sempit, 

sehingga para PKL terpaksa berjualan di badan jalan dan emperan toko. 

Penelitian berikutnya dikutip dari artikel yang ditulis oleh Eka Evita, 

Bambang Supriyono, Imam Hanafi, dengan judul Implementasi Kebijakan 

Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu), 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2012. Dalam jurnal ini 

dianalisis kebijakan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima, 

implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi 

dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism 

Center di Kota Batu. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki 

lima pada Batu Tourism Center di Kota Batu dihadapkan pada beberapa kendala 

diantaranya: penertiban pedagang kaki lima masih dihadapkan pada kendala 

perasaan atau emosional. Di sisi lain, jumlah pedagang kaki lima di Kota Batu tiap 

tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk 

melakukan penertiban. Sementara terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di 

BTC khususnya untuk lahan parkir masih sangat kurang memadai. Disamping itu 

juga kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih sangat kurang. Hal ini 
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terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas 

pedagang kaki lima.3 

 Penelitian selanjutnya dikutip dari artikel yang ditulis oleh Rholen Bayu 

Saputra dengan judul profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan 

Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), fakultas Ilmu 

Sosial Dan Politik Universitas Riau, 2014. Membahas mengenai beragam faktor 

dan profil PKL yang ada di Jalan Seroja. Hasil penelitian memperlihatkan rata-rata 

Pedagang Kaki Lima (PKL) berjenis kelamin pria dengan rata-rata usia Pedagang 

Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Pekanbaru berada di antara 21 – 35 tahun, 

pendidikan terakhir tamatan SMA – Diploma, dengan rata-rata jumlah tanggungan 

sebanyak 2 – 4 orang. Rata-rata jumlah pendapatan yakni berkisar antara Rp. 

1.500.000-Rp.2.500.000, serta berjualan selama 5-10 tahun. Tanggapan responden 

terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah menyimpukan bahwa informasi dari 

Dinas Pasar tidak lancar, informasi disampaikan tidak jelas, informasi disampaikan 

secara tidak konsisten, surat edaran belum diedarkan, pemberian periangatan belum 

diberikan, tindakan penggusuran jarang dilakukan. Adapun manfaat kebijakan yang 

akan dirasakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap kebijakan 

penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masih dianggap 

kurang bisa dirasakan baik itu manfaat langsung, manfaat jangka pendek maupun 

manfaat jangka panjang.  4 

 
 3 Cania Grenada dan Amni Zarkasyi Rahman, Implementasi Kebijakan Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Meerah pada Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota 

Bandung, (Universitas Diponegoro: Bandung, 2012) dalam https://ejournal3.undip.ac.id.  

 4 Rholen Bayu Saputra dengan judul profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang Berjualan Di 

Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan), fakultas Ilmu Sosial 

Dan Politik Universitas Riau, 2014. 

https://ejournal3.undip.ac.id/
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 Penlitian keempat diambil dari skripsi yang ditulis oleh Khairil Anshar 

dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 

Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis 

Konsep Al- Maslahah), Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

(UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016. Membahas mengenai pengkajian 

ulang terhadap isi qanun yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Pasal 12 

poin (d). Penelitian ini menjawab tentang pengaruh kebijakan relokasi terhadap 

tingkat pendapatan PKL, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya 

kebijakan relokasi bagi PKL, dan analisis konsep maslahah terhadap Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Setelah 

dilakukan penelitian, didapatkan bahwa pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya 

kebijakan relokasi PKL ke terminal labi-labi Keudah, Lapangan Smash, PasarAceh 

II, Jalan Kartini Peunayong dan seputaran Batoh oleh Pemko Banda Aceh adalah 

sangat merugikan dan mengurangi penghasilan para PKL dan disarankan kepada 

Pemko Banda Aceh agar dapat mengembangkan fasilitas yang layak bagi para PKL 

untuk berjualan sehingga dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota 

Banda Aceh dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dalam 

skripsi ini memiliki persamaan isi yakni dalam menganalisis peraturan pemerintah. 

Mengenai perbedaan isi yakni dalam membahas berdasarkan Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 3 Tahun 2007, sedangkan penelitian peneliti berdasarkan Peraturan 

Walikota Nomor 37 Tahun 2015.5  

 
 5 Khairil Anshar dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep 

Al- Maslahah), Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar- Raniry 

Darussalam-Banda Aceh, 2016 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kebijakan Publik  

 Ada beberapa teori tentang kebijakan, di antaranya menurut Ealau dan Pewit 

“kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang 

konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan 

kebijakan tersebut.” Titmuss mendefinisikan “kebijakan sebagai prinsip-prinsip 

yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.” Sedangkan menurut 

Edi Suharto “kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam 

mencapai tujuan tertentu.”6 Penyebab timbulnya penetapan kebijakan yang 

seharusnya karena kebijakan berorientasi pada pelayanan publik yang sesuai 

dengan makna negara demokrasi, di mana negara demokrasi yaitu negara yang 

sukses dan cerdas dalam meletakkan fondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai 

demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga negara. 

 Demokrasi artinya masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhannya dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang 

profesional, setiap instansi harus bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang 

baik untuk masyarakat. Namun fakta yang terjadi, kebijakan juga timbul akibat 

kepentingan beberapa kalangan saja atau kepentingan para elit-elit politik. Seperti 

yang kita ketahui bersama, salah satu fungsi politik yaitu untuk membuat kebijakan, 

di mana kebijakan dibuat karena adanya masalah sosial maupun karena adanya 

 
  6Konsep Kebijakan Publik, diakses di konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 8 

Agustus 2021  

http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
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pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan bisa jadi berubah-ubah. 

Dalam hal ini kebijakan sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.  

 Di dalam kebijakan publik terdapat konsep kebijakannya, konsep kebijakan 

publik merupakan suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu 

dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk 

mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep 

kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan 

mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan, konsep kebijakan publik 

sebagaimana uraian di bawah ini7 

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.  

Perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan 

mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan satu organisasi atau satu 

aktor/pelaku, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor 

dan organisasi yang masing-masing harus bekerja sama dalam suatu 

hubungan yang kompleks. Kebijakan dan keputusan dapat dilihat dari tiga 

aspek sebagai berikut:  

a. Kebijakan itu ruang lingkupnya jauh lebih besar dibandingkan 

keputusan   

b. Meskipun dalam keputusan tunggal mungkin terdapat juga 

langkah-langkah tertentu yang rumit bahkan kritis, utamanya pada 

 
 7Konsep Kebijakan Publik, diakses di http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/ 

konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 8 Agustus 2021  

 

http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
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saat-saat penentuan pilihan terbaik diantara berbagai macam 

pilihan yang tersedia  

c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan apa yang disebut 

pembuat keputusan (decision maker)  

2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi alasan yang sering dikemukan adalah bahwa para administrator 

seharusnya hanya bertindak selaku penasehat-penasehat menteri mengenai 

berbagai masalah kebijakan yang rumit dan kritis, termasuk masalah 

mengenai penentuan tujuan dan prioritas-prioritas, menentukan 

keseimbangan dalam pemanfaatan sumber-sumber atau masalah-masalah 

yang menyangkut strategi-strategi umum yang ingin dicapai oleh 

pemerintah.  

3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Suatu kebijakan yang 

baik tidak boleh mengabaikan perilaku dari mereka yang merumuskan 

kebijakan itu, mengimplementasikan dan meresponnya.  

4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku 

kebijakan mencakup kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja 

serta keputusan-keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja. 

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang 

mungkin dapat diantisipasi sebelum (diperkirakan sebelumnya) atau 

mungkin belum dapat diantisipasi. Oleh karena itu untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula 

meneliti dengan cermat dengan baik hasil-hasil yang diharapkan maupun 
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hasil-hasil yang senyatanya dicapai. Karena upaya analisis kebijakan yang 

sama sekali mengabaikan hasil-hasil yang tidak diharapkan jelas tidak akan 

dapat mengambarkan praktek kebijakan yang sebenarnya. 

6. Perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik 

eksplisit maupun implisit. Suatu kebijakan sudah termaksud tujuan atau 

sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya, walaupun 

tujuan dari suatu kebijakan itu dalam prakteknya mungkin saja berubah atau 

dilupakan paling tidak secara sebagian, begitu waktu yang berlalu.  

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlansung sepanjang waktu. 

Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan 

tertentu di rumuskan, diadobsi, lalu diimplementasikan bukan mustahil pada 

tahap ini akan timbul umpan balik. Umpan balik ini bisa disebabkan oleh 

adanya akses tertentu atau akibat-akibat tertentu yang tidak diharapkan dan 

belum diantisipasikan. Adanya umpan balik ini mungkin dapat berakibat 

berubahnya tujuan kebijakan, arah kebijakan atau organisasi yang 

melaksanakan kebijakan tersebut.  

8. Kebijakan meliputi baik hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi 

maupun bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan 

organisasi tertentu). 

9. Kebijakan Negara menyangkut peran kunci  dari lembaga lembaga 

pemerintah, walaupun tidak secara ekslusif.  

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Di dalam 

memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu 
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kebijakan. Sesungguhnya di dalam menangkap dan memahami suatu gejala 

kita cederung menggunakan lensa konseptual kita sendiri, tidak dilakukan 

secara objektif.8  

 Terdapat siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan di dalam proses 

suatu kebijakan publik, menurut Willam N. Dunn adalah sebagai berikut:9  

1. Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)  

Perumusan masalah adalah proses dimana dapat membantu 

menemukan asumsi asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis 

penyebabnya, memetakan tujuan yang memandukan pandangan 

yang bertengah dan merancang peluang peluang kebijakan yang 

baru. Dari sinilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut 

sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 

dipertarungkan.  

2. Formulasi Kebijakan (Peramalan) 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Peramalan dapat 

menyediakan pengetahuan yang relavan dengan kebijakan tentang 

masalah yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari 

yang diambilnya artenatif, atau tidaknya melakukan sesuatu. 

 
 8 Jeane Elisabeth Langkai,  Analisis Kebijakan Publik, (Malang, Jawa Timur: CV 

Seribu Bintang, 2019), hal. 25-39  

  9 Sahya Anggara,  Kebijakan Publik, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 

172-173  
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Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan yang ada.  

3. Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)  

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan diadopsi atau 

dipilih yang dinilai masalah yang paling urgen. Rekomendasi 

membuahkan pengetahuan yang relavan dengan kebijakan tentang 

manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya pada masa 

mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Adopsi 

kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk 

memberikan otoritas atau kuasa pada jalannya proses dasar 

pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Adopsi 

Kebijakan juga bisa dikatakan proses ketika pemerintah memilih 

untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu 

tindakan.  

4. Implementasi Kebijakan (Pemantauan) 

Yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 

Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut 

sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang 

dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang 

berlaku di masyarakat secara luas. Pemantauan membantu tingkat 

kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari 

kebijakan dan program, menidentifikasikan hambatan dan rintangan 
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implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung 

jawab pada setiap tahap kebijakan. 

5. Evaluasi Kebijakan (Penilaian) 

Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai cara 

masalah terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan 

kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu 

dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah, yang mana ini 

merupakan proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja 

kebijakan. Setelah suatu kebijakan diterapkan dan diberlakukan 

dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh 

pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang 

menyangkut pada subtansi, penerapan, dan dampak yang 

ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.    

2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik 

 Implementasi Kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam 

keseluruhan struktur dan proses kebijakan, karena melalui tahap ini dapat diketahui 

berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 
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suatu kebijakan.10 Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dari proses 

tindakan kebijakan setelah penetapan di dalam peraturan undang-undang dan juga 

bisa dikatakan pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang di mana seluruh 

aktor yang terkait bekerja sama untuk menjalankan kebijakan tersebut guna untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap implementasi kebijakan 

tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau 

diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Maka dari itu, tahap 

implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan 

untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.  

 Ripley dan Franklin berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

output). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan 

oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh 

berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program 

berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam 

kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang 

dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber 

yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi 

personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan yang paling utama adalah 

 
 10 Tirtayasa Serang, 2010), hal. 39-40, http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/, diakses pada 

20 Agustus 2021 

http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/


19 

    

  

uang. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar 

menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain 

program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-

kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk 

mengatasi beban pekerjaan.”11 

 Menurut Mazmanian dan Sabatier, “implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat 

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting 

atau keputusan badan penelitian.” Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi 

masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan 

atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui 

tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, 

kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan 

(instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut 

oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang mengambil keputusan 

sebagaimana dipersiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan 

akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-

perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang  bersangkutan. 

 Untuk mengetahui apakah implementasi suatu program sudah berjalan 

sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) atau belum, maka George C. 

Edward III menilai ada beberapa faktor penting yang turut mempengaruhi 

 
 11 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 

2007), hal. 145 



20 

    

  

keberhasilan suatu kebijakan. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya adalah 

Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (Kecenderungan) dan Struktur Birokrasi.12 

1. Komunikasi  

 Komunikasi memiliki peran atau fungsi yang cukup penting untuk 

menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Kelemahan 

dalam proses kebijakan publik pada tahap implementasinya salah satunya terletak 

pada faktor komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak 

hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. 

Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan 

atau materi yang akan dilakukan menjadi “jiwa“ suatu kebijakan dapat diketahui 

dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Komunikasi dalam 

kebijakan publik pada tataran implementasi sangat diperlukan agar dukungan dan 

komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. 

 Suatu kebijakan harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten, 

yang diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin 

konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di dalam 

masyarakat. Terdapat tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks 

kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:  

 

 

 
 12 Sahya Anggara,  Kebijakan Publik, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 250-254 
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a. Transmisi  

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan 

pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering 

terjadi ketika pelaksanaan tidak menyetujui kebijakan (disposisi) 

dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup 

komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika 

kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur 

birokrasi yang terlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi 

yang memadai sumber daya.  

b. Kejelasan  

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah 

kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat 

diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, 

hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang 

menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, 

diantaranya:  

• Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara 

eksekutif dan legeslatif sehingga cenderung menyerahkan 

pelaksanaanya kepada bawahan.  

• Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut. 

• Kebutan yang mencapai consensus antara tujuan yang saling 

bersaing, saat merumuskan kebijakan tersebut.  
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• Kebijakan baru yang para perumusnya belom terlalu 

menguasai masalah.  

• Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan 

hukum.  

c. Konsistensi 

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang 

jelas, juga harus konsisten. Proses transmisi yang baik, namun 

dengan pemerintah yang tidak konsisten akan menghambat 

pelaksanaan. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi 

tidak konsisten, diantaranya:  

• Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan.  

• Kesulitan yang muncul saat memulai implementasi 

kebijakan baru.  

• Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau 

bertentangan dengan kebijakan lain.  

• Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas 

isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.  

2. Sumber Daya  

 Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, 

yaitu sebagai berikut.  

1. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.  
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2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data 

yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.  

3. Kewenangan, yakni kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat 

bervariasi tergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. 

Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan 

barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, 

serta kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah 

yang lain. 

4. Fasilitas, dimana fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan 

implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai 

sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses 

komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, maka 

implementasi juga tidak akan efektif.  

3. Disposisi (Kecenderungan)  

 Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan 

atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan 

pelaksana-pelaksana yang memiliki komitmen yang tinggi agar mampu mencapai 

tujuan kebijakan yang diharapan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi 

kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara 

lain sebagai berikut. 

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan, 

namun pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat 
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pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda 

dengan sistem lain, maka pembuat implementasi kebijakan tidak akan 

berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana 

kebijakan terletak pada ketidakmampuan dalam menghadapi kemampuan 

dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan 

pelaksana suatu program tidak efektif. 

2.  Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi penerimaan, 

ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi 

kebijakan. 

3. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.  

4. Struktur Birokrasi  

 Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola 

pelaksanaan sebuah kebijakan. Sehingga perlu adanya Standar operating 

Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, 

terlebih jika pelaksana program melibatkan lebih dari satu institusi. Adapun 

fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak 

program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya. 

2.2.3. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan 

 Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu 

kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan 

lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang 

tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal 
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untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan 

kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi 

ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan 

kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada 

sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap 

suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan 

berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika 

lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga 

proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, 

kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari 

implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. 

 Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan 

Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 

a. tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau 

tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, 

b. adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah  

c. pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua 

program yang ada terarah.  

Sedangkan menurut Goggin proses implementasi kebijakan sebagai upaya 

transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih 

rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan 
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paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan 

paksaan pada tingkat pusat dan daerah. 

 Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh 

legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula 

sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat 

melalui: 

a. besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana 

yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan 

b. bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi 

pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. 

Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas 

organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana 

kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana 

hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana 

mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi 

dan dalam masyarakat. 

2.3. Landasan Hukum 

 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan 

Pembinaan PKL. Pada Pasal 1 ayat (6) diberikan definisi mengenai PKL yakni:  

“Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang dalam 

usahanya mempergunakan tempat usaha, sarana atau perlengkapan usaha yang 
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mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai 

pemerintah kota dan atau pihak lain.” 

 Pada Pasal 2 disebutkan bahwa: 

1. Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat 

usaha PKL sesuai dengan RT/RW kota. 

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 

penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, 

kebersihan dan keindahan kota.” 

 Dalam Pasal 3 disebutkan: 

1. Walikota menetapkan lokasi ruang kota untuk tempat usaha PKL 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. 

2. Penetapan lokasi untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), baik di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota 

ataupun pihak lain. 

3. Lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan peraturan Walikota. 

Dalam Pasal 11 disebutkan: 

1. Setiap PKL mempunyai hak menempati lokasi yang telah 

ditetapkan. 
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2. Setiap PKL mempunyai hak mendapatkan akses untuk fasilitas 

umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha. 

3. Setiap PKL mempunyai hak mendapatkan pembinaan pemerintah 

kota. 

 Dalam Pasal 17 disebutkan: 

1. Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggara-kan pendataan, 

pembinaan dan pengawasan terhadap PKL di Kota. 

2. Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar. 

3. Pendataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Asosiasi Pedagang 

Kaki Lima. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota 

Banda Aceh Dalam Pembinaan Pedangang Kaki Lima (Pkl) (Analisis Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima). Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan 

menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat 

sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.13 Data 

yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu 

permasalahan yang timbul.  

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Kebijakan Pemerintah Kota 

Banda Aceh Dalam Pembinaan Pedangang Kaki Lima (Pkl) (Analisis Qanun Kota 

Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima). 

3.3. Lokasi Penelitian 

 Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang 

penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang 

dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan  itu juga dari

 
 13 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11 
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dilakukan di Kota Banda Aceh dengan pertimbangan untuk melihat bagaimana 

proses pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Analisis Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 

Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). Selain itu Kota Banda 

Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena banyaknya muncul PKL serta Kota 

Banda Aceh merupakan pusat kota maju dengan menjaga ketertiban lalu lintas dan 

seharusnya jauh dari kata kumuh. Namun kehadiran pedagang kaki lima sering 

dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan 

menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang 

semberaut atau tidak teratur. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :  

• Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan 

organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui 

obeservasi, wawancara langsung dengan informan. 

• Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung  melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau 

dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang 

bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam 

suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga 

didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat 

menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain 
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referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan 

pembahasan penelitian Pembinaan PKL di Banda Aceh 

3.5. Informan Penelitian 

  Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil 

informan atau narasumber dengan tujuan untuk dapat memperoleh informasi 

yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari 

keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang informan. 

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau 

permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat 

dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data 

yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut   

 Adapun informan yang diambil dari unit analisis dalam penelitian ini 

adalah: 

No Informan Jumlah 

1 Satpol PP 1 

2 Kepala Dinas koperasi UKM dan perdagangan 1 

3 Pedagang Kaki Lima 3 

5 DPRK Kota Banda Aceh 1 

 JUMLAH 6 
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 Jumlah tersebut ditetapkan karena para informan penelitian dalam 

penelitian ini telah mewakili jawaban yang sama atas permasalahan yang penulis 

tanyakan atau telah mencapai titik jenuh, sehingga telah dapat diambil kesimpulan. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.14 Teknik pengumpulan data 

merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan 

data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut 

mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, 

yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan 

 
 14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatf, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308 
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terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-

pertanyaan).15 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, 

majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode 

dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan 

tenaga.16 

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses mimilih dan memilah data 

mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh 

dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan 

dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah 

menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak 

penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, 

yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau 

bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan 

mmenarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara 

 
15Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23 
16Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), 

hal.100 
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mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa 

kategori dan dilakukan secara sistematis. 

c. Menarik Kesimpulan  Atau Verifikasi 

Menarik kesimpulan atau perifikasi merupakan tahap lanjutan dari 

penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam 

proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan 

dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang valid. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Kota Banda Aceh 

 Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara 05°16'15" - 05°36'16" 

Lintang Utara dan 95°16'15" - 95°22'35" Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 

61,36 km2. Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah 

utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan 

sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar. Kota Banda Aceh merupakan dataran 

rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada 

ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Ke arah hulu dataran ini 

menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan 

laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan 

ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke 

laut. Daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi: 

1. Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga 

sebagian Kecamatan Kuta Raja  

2. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa. 

 Kondisi tanah yang umumnya terdapat di Kota Banda Aceh secara umum 

dan khususnya di daerah pesisir ini didominasi oleh jenis tanah Podzolik Merah 

Kuning (PMK) dan Regosol dengan tekstur tanah antara sedang sampai kasar. 

Kepadatan penduduk Kota Banca Aceh yaitu 4.154 jiwa/km2. Angka  pertumbuhan
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pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh cukup fluktuatif pada rentang waktu 

tahun 2006-2015 dengan rata-rata 2,67% per tahun. Konsentrasi kepadatan 

penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kuta Alam dengan jumlah penduduk 

sebanyak 50.618 jiwa atau 15% dari jumlah penduduk Kota Banda Aceh.17  

 Dalam RPJMN 2015-2019,  Kota Banda Aceh diarahkan sebagai Pusat 

Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat koleksi dan distribusi skala regional untuk 

produksi pertanian, pariwisata, dan perikanan laut. Kota Banda Aceh juga termasuk 

ke dalam Kawasan Strategis Nasional KAPET Banda Aceh Darussalam. Potensi 

wisata yang terdapat di Kota Banda Aceh terdiri dari potensi wisata alam, wisata 

jejak historis bencana tsunami, wisata spiritual, serta wisata sejarah dan jejak 

purbakala.18 

 Perkembangan riil PDRB Kota Banda Aceh dilihat berdasarkan PDRB atas 

dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Nilai PDRB ADHK Kota 

Banda Aceh pada tahun 2015 telah mencapai sebesar Rp 12,73 triliun, naik sebesar 

606,87 trilitun dari tahun 2014. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh selama 4 

tahun terakhir telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 551,76 miliar per 

tahun. Kenaikan nilai PDRB ADHB selama 4 tahun terakhir terlihat 1,8 kali lipat 

dari kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan yang 

disebabkan oleh harga memberikan pengaruh yang hampir sama dengan kenaikan 

akibat peningkatan produksi. Kondisi ekonomi Kota Banda Aceh dilihat dari 

pertumbuhan eknominya masih terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

 
 17 Diakses melalui website resmi Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dari 

web http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/  

 18 Ibid  

http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/
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Bila mengacu terhadap PDRB tahun dasar 2010, maka rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir adalah sebesar 5,25 persen. Pada 

tahun 2015 sendiri, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mencapai 5,01 

oersen yang menunjukkan akselerasi lebih baik dari tahun 2014 sebesar 4,5 

persen.19 

 Dari sisi pengeluaran, penyumbang terbesar atas pertumbuhan ekonomi 

Kota Banda Aceh berasal dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB). Sumbangan tersebut berasal dari PMTB konstruksi, selaras dengan 

sumbangan besar kategori konstruksi dari sisi lapangan usaha. Pada tahun 2015, 

komponen PMTB menyumbang 4,47 poin atas laju pertumbuhan Kota Banda 

Aceh.20 

a. Demografi Penduduk 

Menurut data kepedudukan jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini 

adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk 

laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh 

didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu 

dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan 

bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda 

Aceh untuk mencari kerja. 

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa) 

a. Baiturrahman : Luas wilayah 455 Km 2 

b. Kuta Alam: Luas Wilayah 1.005 Km 2 

 
 19 ibid 

 20 ibid 
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c. Meuraxa: Luas Wilayah 726 Km 2 

d. Syiah Kuala: Luas Wilayah 1.424 Km 2 

e. Lueng Bata: Luas Wilayah 534 Km 2 

f. Kuta Raja: Luas Wilayah 521 Km 2 

g. Banda Raya: Luas Wilayah 479 Km 2 

h. Jaya Baru: Luas Wilayah 378 Km 2 

i. Ulee Kareng: Luas wilayah 615 Km 2 

 

b. Tingkat Ekonomi 

Kota Banda Aceh merupakan kota yang mengandalkan lapangan 

pekerjaan berdasarkan penggunaan jasa-jasa sebagai sumber 

perekonomian. Banda Aceh juga kota pendidikan dimana terdapat 

universitas tertua dan terbesar di Provinsi Aceh di kota ini, yaitu 

Universitas Syiah Kuala. Perusahaan swasta pun banyak membuka 

kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Seperti mall,  pusat- pusat 

perbelanjaan, jasa perawatan motor, mobil dan perdagangan besar 

sampai eceran. Sebagai pusat Ibu Kota di Banda Aceh juga banyak  

terbuka lapangan pekerjaan sebagai pelayanan administrasi pemerintah. 

Lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh disebutkan dalam data sebagai 

berikut:  
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 . Sumber data BPS Kota Banda Aceh  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut 

menyebabkan lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi 

lapangan pekerjaan terhadap penggunaan jasa. Kemudian lapangan 

kerja perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan 

sepeda motor menyerap tenaga kerja terbesar dengan 28.687 orang. 

Selanjutnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib menjadi lapangan pekerjaan terbanyak kedua yang menyerap 

tenaga kerja dengan 21.667 orang. Lapangan pekerjaan ini juga 

didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 70,65 persen. Penyediaan 

akomodasi dan makan minum serta jasa pendidikan menjadi dua 

lapangan kerja berikutnya yang menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi 

masyarakat Kota Banda Aceh memanfaatkan keberadaan perusahaan 

swasta, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi pemerintah sebagai 

lapangan pekerjaan utama untuk mendukung tingkat perekonomiannya. 
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4.2. PKL di Banda Aceh 

 Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar 

masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari 

mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya 

tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan 

yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan 

tenaga mesin. Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Kota Banda Aceh 

sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu 

keindahan kota. Sebagian besar dari pedagang kaki memang tidak memiliki tempat 

yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan 

menggunakan gerobak. Gerobak-gerobak para pedagang kaki lima dibiarkan 

menumpuk di beberapa tempat di sekitar alun-alun Kota Banda Aceh sehingga 

sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota. 

 Fenomena PKL  telah  banyak  menyita  perhatian  pemerintah karena  PKL 

sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, 

menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Masalah 

keberadaan  PKL  terutama  di  kota-kota  besar  menjadi warna  tersendiri  serta 

menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  kota.  PKL merupakan  pihak  yang 

paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban keindahan dan kebersihan kota.  

 Adapun lokasi yang sering dijadikan tempat berjualan oleh PKl ialah 

Peunayong, deapan Masjid Raya Baiturrahman, sepanjang jalan dipeunogoro dan 

depan Kopelma Darussalam. Para PKL berjualan disekitaran tersebut dikarenakan 

letaknya strategis dimana terletak di tempat keramaian sehingga akan menimbulkan 
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banyak pengunjung untuk membeli peralatan keperluan masyarakat. Pekerjaan ini 

dilakoni oleh PKL untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari mereka. Walaupun pendapatan mereka tidak seberapa namun mampu 

memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan ini ada sebagian dijadikan pekerjaan 

sampingan dan ada yang menjadikan pekerjaan utama.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL yang menyatakan 

bahwa: 

PKL I 

“Saya menjadi pedagang disini semenjak 2004 berarti sekitar 19 tahun, 

Sebenarnya menjadi pedagang kaki lima karena tidak lulus PNS, ABRI dan 

Polisi. karena tidak lolos sebagai ASN akhirnya memilih berdagang. ”21 

 

PKL II 

“Saya menjadi PKL sejak 2019 , berarti sudah masuk tahun ketiga, alasan 

saya menjadi PKL ialah karena menurut saya saat itu pilihan yang mudah 

dan yang bisa lakuan adalah berjualan, karena menjadi PKL tidak 

membutuhkan modal yang besar.”22 

 

PKL III 

“Saya sudah bekerja sebagai PKL selama 6 tahun, alasan saya memilih 

bekerja sebagai PKL karena sudah tidak sanggup bekerja dengan 

menganggkat beban berat, dengan latar pendidikan yang rendah saya rasa 

PKL adalah pekerjaan yang tepat”23 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa bekerja sebagai PKL 

merupakan alternatif terakhir yang dapat dipilih oleh pedagang kaki lima, hal ini 

dilatarbelakangi masalah ekonomi dan faktor kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). Para pedagang tersebut sebagian besar adalah masyarakat miskin yang 

 
21 Wawancara dengan PKL I, Tanggal 29 Juli 2022 
22 Wawancara dengan PKL II, Tanggal 29 Juli 2022 
23 Wawancara dengan PKL III, Tanggal 30 Juli 2022 



43 

 

 

tidak mampu menyewa atau membeli toko karena harga sewa maupun harga jual 

toko di Banda Aceh relatif mahal, sehingga mereka terpaksa berjualan di pinggiran 

jalan atau emperan toko. Mereka menjadi PKL juga karena tidak mempunyai 

pekerjaan lain sehingga salah satu alternatif yang mereka ambil untuk mencukupi 

kebutuhan ekonomi adalah menjadi pedagang kaki lima. Oleh karenanya dengan 

latar belakang pendidikan yang rendah dan minimnya modal mereka memilih 

menjadi PKL karena bekerja sebagai seorang PKL tidak membutuhkan banyak 

modal dan tidak ada batasan taraf pendidikan. 

Jumlah PKL di Kota Banda Aceh yang tercatat di Disperindag Kota Banda 

Aceh saat ini sebanyak 12.858 orang. Sedangkan yang tidak tercatat atau berjualan 

secara ilegal bisa jadi lebih banyak. Dampak yang paling  signifikan  yang  

dirasakan  oleh  PKL  adalah  seringnya  mereka menjadi  korban penggusuran oleh 

para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik 

kerugian materil maupun kerugian non materil. Sebenarnya setelah kejadian 

tsunami 2004 melanda pemerintah sudah berusaha menertibkan PKL, tetapi 

persoalan yang  ada  belum  juga  terselesaikan. Para PKL tetap bersikekeh untuk 

berjualan  di  tempat-tempat  keramaian.  Walaupun sudah  ada  peraturan  dan 

kesepakatan antara pihak pemerintah dan para PKL, akan tetapi hal tersebut kurang 

diindahkan  sehingga  jumlah  PKL  terus  meningkat.  Upaya  tegas  dan  sejumlah 

kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban PKL dapat diwujudkan. Aturan 

atau  kebijakan  pemerintah  tentang  penataan  PKL  sudah  ada,  akan  tetapi  tidak 

berjalan secara maksimal. 
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Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peraturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan daerah yang mengatur 

segala hal tentang pedagang kaki lima. Qanun ini dibentuk sebagai dasar pedoman 

pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Banda Aceh untuk pengelolaan 

pasar dengan maksud untuk menciptakan suasana ketertiban, kenyamanan, dan 

keindahan Kota Banda Aceh. Untuk itu, qanun ini dipandang perlu dibentuk sebagai 

aturan yang mengatur dan membina pedagang kaki lima dalam Kota Banda Aceh. 

Hal ini juga disampaikan oleh Anggota DPRK dalam wawancaranya dengan 

penulis yaitu: 

“Tujuannya untuk penertiban kota lebih indah dan  tertib, dan  yang terlibat 

adalah aparatur pemerintah, seandainya itu ditertibkan PKL tidak tersedia 

iyakan ada dari unsur pemerintah supaya mediasi supaya tidak saling 

kontra dan untuk keamanan saja.”24 

 

Pemerintah kota Banda Aceh telah membentuk sebuah peraturan daerah 

berupa qanun yang khusus ditujukan bagi para PKL agar dapat berjualan dengan 

tertib dan teratur sehingga tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan 

serta tidak memberikan mudharat kepada pihak lain dengan keberadaan dan 

aktivitas yang sedang dilakukan. Disadari bahwa pekerjaan sebagai PKL telah 

memberikan kesempatan kerja yang cukup besar bagi penduduk sebagai katup 

pengaman ledakan pengangguran. Diakui atau tidak, keberadaan PKL masih 

diperlukan oleh sebagian masyarakat terutama rakyat kecil. Alasannya adalah 

karena lokasi penjualannya terkonsentrasi di tempa-tempat keramaian, harga 

 
24 Wawancara dengan Anggota DPRK Kota Banda Aceh, tanggal 22 Juli 2022 
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barangnya kompetitif, serta jenis dan ragam barang yang dijual bervariasi sehingga 

menjadi pilihan sebagian masyarakat yang kurang mampu secara finansial. 

 

4.3. Implementasi Kebijakan mengenai PKL di Banda Aceh 

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan 

dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya adalah membuat suatu kebijakan 

yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. 

Perwujudan perumusan kebijakan atau Peraturan Kota, dalam hal ini pemerintah 

Kota mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang dilakukan harus sikron 

dan terkonsep yang baik denga tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. 

Sesuai dengan wewenang dan hak sebagai suatu bentuk otonomi daerah, 

pemerintah membentuk suatu peraturan yang nanti akan mengatur dan membina 

para Pedagang Kaki Lima.  

 Sebelum munculnya peraturan khusus tentang pengaturan Pedagang Kaki 

Lima. Pemerintah mengeluarkan peraturan daerah Kota Banda Aceh nomor 8 tahun 

1996 perubahan dari Peraturan Daerah Kodya Dati Banda Aceh Nomor 5 tahun 

1994 tentang Tata Tertib, Restribusi Pasar dan Peraturan Daerah ini tidak mengatur 

tempa usaha serta pembinaan Pedagang Kaki Lima, tetapi hanya mengatur, 

mengawasi restribusi pedagang pada umumnya dan pengaturan dan pembinaan bagi 

mereka. Selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Qanun Kota 

Banda Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang restribusi pemakaan kekayaan daerah 

dan hanya mengatur restribusi. 
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4.3.1. Sosialiasi 

Masalah pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima belum tertulis di 

dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum 

dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi 

kepentingan pemerintah daerah dan pedagang, serta melindungi kepentingan 

masyarakat, maka diperlukan peraturan tentang pengaturan dan pembinaan 

Pedagang Kaki Lima yang dituangkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 

Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda 

Aceh. 

 Tidak semua peraturan pemerintah tentang peraturan Pedagang Kaki Lima 

bisa diterima dengan baik oleh setiap pedagang. Oleh karena itu, harus adanya 

pendekatan dalam berkomunikasi dan sosialisasi yang berhubungan dengan 

peraturan dan kebijakan serta penegakan hukum secara tegas agar kebijakan 

pemerintah bisa terlaksanakan dengan mestinya. Sebetulnya keberadaan Pedagang 

Kaki Lima diruang publik Kota Banda Aceh mempunyai pengaruh besar bagi 

pertumbuhan ekonomi. Langkah awal pemerintah dalam pembentukan qanun Kota 

Banda Aceh nomor 3 tahun 2007 adalah dengan tujuan untuk menyediakan lokasi 

usaha bagi Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Banda Aceh serta 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima 

menjadi usaha ekonomi mikro yang tanguh dan mandiri.  

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan sebuah fenomena yang tidak 

terpisahkan dari masyarakat perekonomian kita. Sebagian dari para pedagang kaki 

lima melaksanakan pekerjaannya sesudah jam kerja (ada yang pagi hari bekerja 
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sebagai pegawai, ada yang bekerja di lingkungan perusahaan swasta) atau pada 

waktu senggang. Ada yang melaksanakan aktivitas sebagai pedagang kaki lima 

untuk mencapai pendapatan tambahan, tetapi ada pula yang mengandalkan hidup 

mereka pada kegiatan tersebut. Adakalanya pedagang kaki lima melaksanakan 

kegiatan mereka secara musiman   

Para PKL mengetahui tentang larangan berjualan dipinggir jalan umum, 

namun alasan ekonomis inilah yang membuat sampai saat ini para PKL masih tetap 

bertahan. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui aparaturnya telah melakukan 

kegiatan sosialisasi kepada para pedagang tentang larangan berjualan di pinggir 

jalan umum. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan pihak Satpol PP 

yaitu: 

“Tugas Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah dan menegakkan 

peraturan kepala daerah jadi tugas pokok Satpol PP memang itu, dibentuk 

Satpol PP itu untuk menegakkan aturan-aturan yang memang berlaku 

didaerah masing-masing, terkait dengan masalah penertiban itu kalau 

penertiban biasa sering kami lakukan setiap hari tapi kalau penindakan dan 

juga pembongkaran itu untuk  tahun 2022 itu ada sekitar empat kali kami 

lakukan untuk penindakan atau pelanggaran. Kalau penertiban sudah rutin 

kami lakukan seperti di persimpangan, jalan, trotoar itu memang rutin 

dilakukan”.25 

 

Berdasarkan yamg disampaikan dalam wawancara di atas bahwasanya 

sosialisasi penertiban terhadap PKL rutian dilakukan setiap hari, kegiatan 

sosialisasi tersebut dilakukan melalui himbauan secara langsung melalui pengeras 

suara, mendatangi langsung para PKL untuk memberitahukan larangan tersebut dan 

melalui selebaran-selebaran yang ditempelkan ditempat-tempat umum. Selain itu, 

 
25 Wawancara dengan Satpol PP, tanggal 25 Juli 2022 
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terdapat juga hibauan dalam bentuk baliho tentang larangan berjualan di tempat 

umum yang dipajang di tempat para PKL melakukan aktifitasnya. 

Tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah selama 

ini terkesan hanya sia-sia. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara dengan 

Anggota DPRK yaitu: 

“PKL itu memakai kebiasaan karena ditempat berjualan tersebut sudah 

ramai namun ketika dipindahkan ya tidak menerima  tapi tetap melakukan 

mediasi agar PKL menerima”.26 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwasanya upaya penertiban 

tidak benar-benar diterapkan oleh PKL dikarenakan faktor penghasilan yang 

didapatkan, hal ini juga dapat dilihat di lapangan, terlihat bahwa sikap yang 

ditunjukkan oleh PKL selama ini masih di luar apa yang diharapkan, PKL tidak 

memperdulikan larangan tersebut. Mereka tetap menjalankan aktifitasnya seperti 

biasa. Tidak ada perubahan apapun ketika larangan berjualan itu telah disampaikan, 

justru terlihat keberadaan PKL semakin banyak menempati tiap ruas jalan yang ada 

di Kota Banda Aceh. Dengan kondisi seperti itu, tentunya harus ada sikap tegas dari 

pemerintah Kota Banda Aceh. 

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menangani 

masalah pedagang kaki lima ini di antaranya adalah dengan menertibkan para PKL 

yang menggelar lapak dagangannya di tempat-tempat yang dilarang berjualan, 

seperti di trotoar tempat pejalan kaki, di pinggir jalan dan di depan pertokoan. Hal 

tersebut dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota serta 

 
26 Wawancara dengan Anggota DPRK Kota Banda Aceh, tanggal 22 Juli 2022 
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untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas, karena pinggiran jalan yang 

seharusnya untuk dilalui kendaraan telah dijadikan lapak berjualan. Langkah 

lainnya, Pemerintah Kota Banda Aceh telah merelokasi para PKL yang melanggar 

aturan berjualan ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya selalu diadakan 

pengawasan dan pembinaan, agar para PKL tidak melanggar aturan lagi. 

 

4.3.2. Penertiban 

Kegiatan penertiban bagi PKL merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi 

pemerintah dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima. Selain jumlahnya 

semakin banyak, keberadaan Pedagang Kaki Lima disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya faktor ekonomi. problematika dalam penertiban Pedagang Kaki 

Lima adalah jumlah yang semakin bertambah dan membutuhkan ruang yang cukup 

besar untuk kegiatannya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak mungkin 

dihilangkan dari ruang publik, karena kehadiran mereka salah satu kebutuhan bagi 

kehidupan publik, terutama di kawasan perdagangan. 

 Penertiban yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP 

dan WH Kota Banda Aceh melalui pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang 

Kaki Lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, ertika, kesehatan, 

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan 

peraturan perundangundangan melalui konsep relokasi dan revitalisasi pasar, 

belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.  

 Serangkaian kegiatan dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

untuk menciptakan sesuatu yang menjadi trobosan dalam mewujudkan langkah-
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langkah yang tersusun secara runtut dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Banda Aceh yaitu dengan memberlakukan konsep yang telah diatur dalam 

peraturan pemerintah kota dan membuat lokasi yang trategis bagi Pedagang Kaki 

Lima. Ada beberapa cara yang dilakukan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 

dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya 

Baiturrahman diantaranya sebagai berikut: 

a. Melakukan tindak pidana ringan.  

Pemerintah langsung terjun lapangan untuk melakukan penertiban para 

Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan 

bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan akan langsung disidang 

ditempat sesuai dengan peraturan yang berlaku 

b. Melakukan penertiban secara berkala Untuk menangani masalah yang ada 

di kawasan-kawasan sering mangkalnya PKL seperti Masjid Raya 

Baiturrahman 

Pemerintah yang dibantu oleh instansi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 

melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di tempat 

tersebut. Petugas melakukan penertiban secara berkala setiap harinya 

terhitung dari pagi menjelang magrib. Dengan alasan supaya para pedagang 

tidak merdirikan lagi dagangannya di kawasan tersebut. 

c. Sosialisasi Untuk memudahkan dalam melakukan penertiban Pedagang 

Kaki Lima   

Pihak Satpol PP melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum bertindak 

dengan secara pengusuran barang dagangan. Dengan memberitahu bahwa 
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mereka tidak diperbolehkan berjualan disini dan petugas memperlihatkan 

Peraturan Pemerintah Kota yang tertera pada Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2007. 

Selama ini tindakan yang dilakukan oleh aparatur Satpol PP adalah dengan 

melakukan penertiban terhadap para PKL tersebut. Penertiban dilakukan demi 

terciptanya keteraturan, keindahan kota dan kenyamanan masyarakat di Kota Banda 

Aceh. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan aturan 

terhadap penertiban PKL, hal ini juga tidak terlepas dari bebrgai aspek yang harus 

diperhatikan olen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, Hal ini disampaikan 

oleh  Petugas Satpol PP dalam wawancaranya yaitu : 

“Kalau aspek-aspeknya memang sudah kita sampaikan door to door dan 

ada juga melalui medsos kita saimpakan dan juga melalui surat tegurannya 

kita  sampaikan bahwasanya tidak boleh berjualan ditempat terlarang, di 

pinggir jalan, trotoar itu kita sampaikan surat tegurannya. Tapi yang 

namanya orang mencari nafkah itu pasti mecuri-curi startlah sama kita itu 

pasti namanya orang mencari sesuap  nasi. Jadi kitapun sebagai penegak 

peraturan juga harus kita laksanakan sesuai aturan. Mau engga mau suka 

engga suka harus kita lakukan kalaupun memang ada sebagian yang 

komplain itu hal biasa”.27 

 

Berdasarkana pernyataan dapat dilihat bahwa dalam melakukan penertiban 

terhadap PKL memperhatikan berbagai aspek terlebih dahulu. Kegiatan penertiban 

yang dilakukan oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran 

terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan 

penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel 

dan tidak mendengarkan para petugas. Selain tindakan penertiban, pemerintah Kota 

Banda Aceh melalui aparatur penertiban juga memberikan hukuman kepada para 

 
27 Wawancara dengan Satpol PP, pada tanggal 25 Juli 2022 
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PKL yang berulang kali melaksanakan aktifitasnya walaupun sudah mendapatkan 

peringatan dari aparat. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat 

administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk 

sementara, yang kemudian nanti dikembalikan kepada pemiliknya setelah didata, 

diberikan pengarahan dan bimbingan. Hal ini juga disampaikan oleh Petugas Satpol 

PP dalam wawancaranya yaitu: 

“Kita sebelum melakukan penindakan itukan ada tahapan-tahapan yang 

harus kita lalui ada teguran lisan, tulisan, setelah itu kita berikan waktu 

sesuai dengan SOP Pemendragi No.54 Tahun 2011, ada 3 hari kita berikan 

waktu, 7 hari bahkan 14 hari. Baru kita melakukan penindakan. Jadi yang 

namanya penindakan pasti semua orang pasti tidak setuju terhadap 

penertiban tersebut karena kita lakukan pembongkaran jadi usahanya tidak 

ada lagi nanti karena sudah kita bongkar, tidak ada tempat berjualan. 

Sebenarnya secara aturan itu memang kalau di jalan , tempat umum itu 

tidak boleh berjualan, masalah kebijkan bukan ranah kami. Kalau memng 

pemrintah memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan kami engga ada 

masalah sepanjang itu memang ada izin bersama”. 28 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa proses penertiban 

terhadap PKL dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan dan 

melalui berbagai tahapan sehingga dilakukannya penertiban. Namun sampai saat 

ini belum terlihat pemberian hukuman yang tegas kepada para PKL, sehingga apa 

yang telah dilakukan oleh aparatur penertiban selama ini tidak memberikan efek 

jera kepada para PKL, mereka akan kembali berjualan setelah dilakukan 

penertiban,pengarahan dan pembinaan seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Selain itu, keberadaan PKL yang memakan hampir sebagian ruas jalan 

utama sering sekali menimbulkan kemacetan dan tidak jarang menyebabkan 

 
28 Ibid 



53 

 

 

kecelakaan oleh para pengguna jalan. Dari penjelasan di atas, kita melihat bahwa 

banyak permasalahan yang timbul dari keberadaan PKL ini, namun demikian 

keberadaan PKL di Kota Banda Aceh samakin berkembang. Para Pedagang Kaki 

Lima seakan tidak perduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari keberadaan 

mereka. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, terdapat beberapa hal yang 

menyebabkan para PKL tetap menjalankan aktifitasnya. Alasan yang paling sering 

di dapati ialah alasan ekonomis yang membuat para PKL tetap bertahan untuk 

berjualan di pinggir jalan. Hal ini juga disampaikan oleh Petugas Satpol PP yaitu: 

“Kalau responnya memang pasti negatif karena kita menggannggu 

pencaharian mereka dari sudut pandang mereka, tapi kita ini menertibkan 

untuk keindahan bukan untuk kita tapi untuk keindahan kota biar tertib, 

rapi. Bukan masalah penataan, masalah penataan itu bukan ranah 

Satpolnya kalau penindakan eksekusinya itu ranah Satpol dan semuanya 

sesuai dengan tupoksi masing-masing”.29 

 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jika lihat 

dari sudut pandang para PKL penertiban ini tentunya ditanggapi dengan negatif 

karena mereka menganggap mata pencaharian mereka sudah terganggu akibat dari 

adanya penertiban, namun dengan dilakukaannya penertiban maka terwujudlah 

keindahan, kedamaian serta ketentraman kota. 

Upaya pengaturan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh 

dalam menangani PKL ini dinilai kurang efektif. Hal ini dapat dilihat saat 

dilakukannya pembinaan, masih juga terdapat PKL yang masih berjualan di tempat 

yang sebenarnya telah dilarang untuk berjualan. Hal ini terjadi disebabkan 

terbatasnya lokasi yang didirikan dan kurangnya para pembeli. Salah satu solusi 

 
29 Ibid hal 52 
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alternatif yang diberikan Pemko Banda Aceh adalah memberi izin bagi PKL untuk 

berjualan di tempat semula mulai pukul 22.00 s/d 06.00 WIB, karena pada saat itu 

tidak padat arus lalu lintas. 

Berdasarkan faktor-faktor yang disapaikan Edwards III dan 3 kriteria 

pengukuran implementasi kebijakan, bisa disimpulkan faktor-faktor 

penghambatnya:  

1. Break down atau penyerahan tugas ke dinas terkait belum maksimal.  

PKL seharusnya memiliki perhatian khusus dalam penertibannya sehingga 

setiap pengurusan atau tertib administrasi harus di delegasikan secara 

khusus kepada satu dinas tanpa harus dilibatkan pihak lain. Dalam qanun 

ini antara Walikota dan dinas Pasar masih terkesan tarik ulur dalam 

penertiban dan pembinaan PKL. Agar suatu bidang dapat dikelola dengan 

baik perlu dibentuk tim khusus untuk mengelola bagian tertentu. Dinas 

Pasar memiliki dua tugas mengatur pasar dan PKL, seharusnya dinas untuk 

PKL dibentuk secara khusus sehingga dapat melihat potensi seperti relokasi 

yang yang sesuai sehingga PKL dapat difungsikan sebagai pelaku usaha 

mikro yang memudahkan wisatawan dan pejalan kaki untuk mengakses 

barang.30 

2. Kurangnya kesadaran dari PKL untuk mematuhi peraturan yang diterapkan 

oleh pemerintah.  

 
30 Andiriansyah, Skripsi.  Analisis Yuridis Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda 

Aceh (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki 

Lima). (Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2020) 
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Pemerintah telah memberikan upaya-upaya yang baik bagi para pedagang 

kaki lima antara lain mengarahkan mengarahkan mereka untuk berjualan di 

lokasi-lokasi yang telah ditentukan seperti di Pasar Aceh, di dekat SMP 9, 

dan terminal labi-labi di jalan Keudah. Namun, Saat dilakukannya 

pembinaan, masih juga terdapat PKL yang masih berjualan di tempat yang 

sebenarnya telah dilarang untuk berjualan. Pemerintah Kota juga 

mempertimbangkan lokasi yang dipilih PKL kebanyakan adalah jalur yang 

sering dilalui pejalan kaki dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh para 

pembeli. Akan tetapi lokasi tersebut merupakan jalur utama sehingga rawan 

terjadi kecelakaan atau macet. Solusi yang paling memungkinkan yaitu 

dengan menawarkan bagi para PKL yang tetap ingin menjajakan barang 

dagangannya di jalan-jalan utama, dengan ketentuan tidak dibenarkan PKL 

berjualan di lokasi tersebut mulai dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB. Selain 

dari jam tersebut diperbolehkan berjualan, karena aktivitas lalu lintas 

kendaraan tidak terlalu sibuk. Selain itu faktor yang tidak bisa dikontrol.31 

3. Kurangnya budaya tertib dan teratur dalam memanfaatkan fasilitas publik. 

Pada dasarnya PKL sangat membantu pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat dengan memberikan fasilitas ditambah pengelolaan 

dan manajemen yang baik maka akan berdampak kepada wilayah Banda 

Aceh misalnya dari pajak lapak PKL, pendapatan tersebut tentu akan 

kembali kepada masyarakat melalui pemangunan infrastruktur dan lainnya. 

Perlu adanya perhatian serius dalam melakukan pembinaan yang 

 
31 Ibid, hal 55 
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berkelanjutan sehingga tercapainya visi untuk menjadikan ketertiban, 

kenyamanan dan keindahan Kota Banda Aceh sebagaimana disebutkan 

dalam konsideran menimbang Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kondisi ini 

tidak sebagaimana yang direncanakan, fasilitas publik seperti trotoar, jalan 

dan area tanaman masih dikotori oleh sampah. 

4.3.3. Relokasi 

Pemerintah melakukan relokasi karena beberapa alasan yaitu diantaranya: 

para pedagang membuat tata ruang kota menjadi tidak teratur, penggunaan tempat 

yang tidak semestinya digunakan karena dapat membahayakan orang lain atau 

pedagang itu sendiri, selain itu juga pedagang menyebabkan pencemaran 

lingkungan, yaitu  lingkungan menjadi tidak bersih, tidak indah dan tidak rapi. 

Bagaimanapun juga PKL juga merupakan warga negara di Indonesia yang harus 

dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, hak bebas berkarya, berserikat dan 

berkumpul. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap 

warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

Pada dasarnya Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait sudah 

melakukan upaya pemindahan dan penyediaan fasilitas PKL dengan berbagai cara 

seperti memindahkan PKL di Peunayong ke Lamdingin namun masih belum 

terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang semakin 

meningkat, dapat dilihat pada malam hari di sepanjang jalan diponegoro, depan 

mesjid raya, jalan sinbun sibreh dan lain-lain di penuhi oleh PKL yang menjajakan 
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makanan, pakaian dan sebagainya. Selain itu melalui dinas Dinas Koperasi, UKM 

dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sudah 

melakukan pembinaan dan meracang aturan-aturan, sebagaimana tertuang dalam 

Qanun Nomor 3 Tahun 2007.  Logikanya  pemerintah  dalam  mengeluarkan  

kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya 

mencari win-win solution  atas  permasalahan  PKL.  Dengan  dikeluarkannya  

kebijakan  relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, 

namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi 

daerah. 

Merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang baru sering dilakukan oleh 

pemerintah, namun keputusan relokasi seringkali sepihak. Sehingga 

mengakibatkan jumlah pendapatan PKL menjadi menurun dan menimbulkan 

permasalahan yang baru. Dari permasalahan tersebut akibatnya PKL kembali 

ketempat semula atau mencari lokasi lain yang lebih menjanjikan.  

Pemerintah melakukan relokasi karena beberapa alasan yaitu diantaranya: 

para pedagang membuat tata ruang kota menjadi tidak teratur, penggunaan tempat 

yang tidak semestinya digunakan karena dapat membahayakan orang lain atau 

pedagang itu sendiri, selain itu juga pedagang menyebabkan pencemaran 

lingkungan, yaitu  lingkungan menjadi tidak bersih, tidak indah dan tidak rapi. 

Kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Banda Aceh 

perlu menjadi titik fokus Pemerintahan Kota Banda Aceh, dikarenakan PKL adalah 

salah satu potensi sumber perekonomian dalam peningkatan PAD. Dalam hal ini 

Wali Kota Banda Aceh, dalam menetapkan lokasi PKL setiap tahunnya harus 
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mengumpulkan data potensi dan perencanaan yang kongkret dan strategis. Hal ini 

agar PKL yang berdagang dipermudah melakukan aktivitasnya. Misalnya, lokasi 

ruang kota yang dekat dengan tempat wisata dan bagi pedagang pada hari-hari 

khusus serta pedagang musiman. 

Merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang baru sering dilakukan oleh 

pemerintah, namun keputusan relokasi seringkali sepihak. Sehingga 

mengakibatkan jumlah pendapatan PKL menjadi menurun dan menimbulkan 

permasalahan yang baru. Dari permasalahan tersebut akibatnya PKL kembali 

ketempat semula atau mencari lokasi lain yang lebih menjanjikan.  

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan 

Franklin didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 

a. Peraturan yang dibuat atau qanun yang diterapkan oleh Pemko 

Banda Aceh tidak boleh saling bertolak belakang antara satu 

peraturan dengan peraturan yang lainnya, atau satu pasal dengan 

pasal yang lainnya, serta tidak merugikan satu pihak, 

b. Pemerintah terus mengupayakan menjalankan tugasnya berdasarkan 

Qanun yang telah ditetapkan yaitu melakukan pembinaan terhadap 

PKL dan penertiban terhadap PKL yang berjualan diarea terlarang 

serta melakukan relokasi terhadap para PKL yang berjualan di area-

area terlarang seperti di trotoar, pinggir jalan dan di jembatan. 

c. Dampak dari kegiatan PKL ialah menggeser fungsi ruang publik 

terutama di trotoar. Dapat kita kita lihat sendiri, bahwa kebanyakan 

dari PKL memakan badan jalan atau trotoar untuk digunakan 
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sebagai tempat membuka lapak. Sedangkan yang kita ketahui, 

bahwa fungsi dari trotoar adalah sebagai tempat untuk para pejalan 

kaki. Apabila trotoar tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, 

maka para pejalan kaki juga terkena imbasnya, yaitu berjalan di 

pinggir jalan padahal berjalan di dekat badan jalan sangat berbahaya 

bagi para pejalan kaki. Namun mereka terpaksa, karena mereka tidak 

mungkin jalan dimana para PKL sedang membuka lapaknya. Tidak 

hanya di trotoar, PKL bahkan berjualan di badan jalan, sedangkan 

dapat diketahui itu jalan adalah ruang bagi para pengendara. Jika 

PKL berjualan di badan jalan, maka akan menimbulkan kemacetan. 

Oleh karenanya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 

Tentang Peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima lahir untuk 

mengatur dan membina pedagang kaki lima dalam Kota Banda Aceh 

agar terwujudnya ketertiban, kenyamanan serta keindahana Kota 

Banda Aceh. 

Implementasi kebijakan mengenai PKL di Kota Banda Aceh  yaitu 

pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikannya  yaitu 

sosialisi, penertiban dan relokasi. Namun ternyata upaya-upaya tyang telah 

dilakukan tersebut maksimal dikarenakan hal tersebut tidak mencakup pada aspek-

aspek pembinaan dan pemberdayaan sehingga tidak dapat mendorong para PKL 

untuk mencari pekerjaan lain selain menjadi seorang PKL. 
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4.3. Respon para PKL  

PKL merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak formal atau tidak 

diakui. Keberadaan PKL dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, 

menggangu pemandangan dan keindahan kota. Keberadaan PKL di Kota Banda 

Aceh selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, keberadaan PKL 

membuat Kota Banda Aceh  menjadi tidak tertib dan menimbulkan banyak sampah 

yang berserakan dijalan-jalan sehingga Kota terlihat sangat kotor. Berjualan 

dipinggir jalan ini lebih mudah dan pembelinya lebih banyak. Masyarakat tidak 

harus masuk ke pasar untuk membeli barang yang diinginkan. 

Selain sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi, pedagang 

kaki lima juga berasal dari korban PHK dan masyarakat yang terpuruk akibat belum 

pulihnya kondisi perekonomian. Jalan satu-satunya yang dipandang efektif untuk 

berjuang melepaskan diri dari kesulitan ini hanyalah dengan jalan wirausaha. 

Jadilah mereka para pedagang kaki lima yang banyak menempati ruas jalan di kota. 

Selain itu pula, pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi 

pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia ini. Pedagang kaki lima ini timbul dari akibat tidak 

tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan 

dalam berproduksi. Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan 

penyediaan lapangan pekerjaan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan 

PKL yaitu: 
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PKL I 

“Kalo Qanun saya semua  tau, tapi kadang-kadang orang yang buat Qanun 

masih ingkar, contohnya gini kita gaboleh jualan tapi sodaranya atau 

kerabatnya boleh jualan. Contohnya jalan Darussalam masak orang boleh 

jualan kaki lima menggangu lalu lintas Darussalam, makanya disitu orang 

menilai bahwa aturan itu tidak positif dijalankan”.32 

 

PKLII 

 

“Tidak tau persis, namun apapun aturan yang ditetapkan saya harap 

kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak hanya pro sepihak, tapi juga 

memperhatikan kemaslahatan semua elemen masyarakat, terutama kami 

masayarakt-masyarakat golongan kecil ini”.33 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan ketidakpatuhan PKL 

disebabkan oleh tidak tersedianya alternatif lain bagi mereka dalam mencari nafkah, 

sehinga meskipun sudah diusir atau digusur mereka tetap akan kembali berjualan 

disana itu diakibatkan oleh faktor ekonomi sehingga untuk memenuhi kebuthan 

sehari-hari mereka harus bertahan hidup meskipun berada pada kesulitan sekalipun. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan pedagang kaki lima 

merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. 

Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki 

kemampuan pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan 

ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk 

mereka. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan membiayai kehidupan 

keluarga, mereka pun harus berdagang di kaki lima. Pekerjaan untuk menjadi 

pedagang kaki lima dipilih karena sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu 

 
32 Wawancara PKL I, 29 Juli 2022 
33 Wawancara PKL II, 29 Juli 2022 
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modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan mudah untuk 

dikerjakan. 

Pemerintah kota Banda Aceh dalam hal pembinaan terhadap pedagang kaki 

lima khususnya bagi yang melanggar aturan yang berlaku selalu diberikan 

peringatan pembinaan dan sosialisasi agar mematuhi Qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan pedagang kaki lima. 

Qanun ini dibentuk sebagai dasar pedoman pemerintah daerah khususnya 

pemerintah Kota Banda Aceh untuk pengelolaan pasar dengan maksud untuk 

menciptakan suasana ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh. 

Untuk itu, qanun ini dipandang perlu dibentuk sebagai aturan yang mengatur dan 

membina pedagang kaki lima dalam Kota Banda Aceh. Hal ini disampaikan oleh 

salah saatu PKL dalam wawancaranya: 

“Kalo pemerintah membuat qanun itu sejauh mana peninjauaannya karena 

dia harus mengkaji UUD 45 saya tidak bilang pasalanya tapi gini setiap 

warna negara berhak dilindungin, dan setiap warga negara fakir miskin 

anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Jadi kalo ada orang-orang 

jualan ini diberi pengarahan lah bukan di obok-obok karena setiap warga 

negara berhak hidup di wilayah negaranya, bukan pegawai saja buakn 

polisi saja , tentara saja. Kalo digusur ada kesepakatan, ada diberikan 

surat. Cuman begini kenapa sesudaah digusur tidak langsung dibangun 

bahkan sampai 2 tahun”.34 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan 

suatu regulasi kebijakan seharusnya pemerintah harus meninjau ke akar-akarnya 

apakah suatu kebijakan relevan dengan segala aspek yang terjadi lapangan, dalam 

hal ini pemerintah tidak hanya fokus terhadap penertiban namun tidak memberikan 

alternatif lain terhadap PKL yang digusur.

 
34 Wawancara PKL I, 29 Juli 2022 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian mengenai  

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

maka dapat disimpulkan: 

1. Padaa dasarnya alasan memilih menjadi seorang PKL yaitu dilator 

belakangi oleh faktor ekonomi dan pendidikan Mereka tidak mempunyai 

pekerjaan lain sehingga salah satu alternatif yang mereka ambil untuk 

mencukupi kebutuhan ekonomi adalah menjadi pedagang kaki lima. Oleh 

karenanya dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan minimnya 

modal mereka memilih menjadi PKL karena bekerja sebagai seorang PKL. 

2. Implementasi kebijakan mengenai PKL di Kota Banda Aceh  yaitu 

pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikannya  

yaitu sosialisi, penertiban dan relokasi. 

3. Dalam pembuatan suatu regulasi kebijakan seharusnya pemerintah harus 

meninjau ke akar-akarnya apakah suatu kebijakan relevan dengan segala 

aspek yang terjadi lapangan, dalam hal ini pemerintah tidak hanya fokus 

terhadap penertiban namun tidak memberikan alternatif lain terhadap PKL 

yang digusur. 
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5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulaan di atas, maka saran 

peneliti ajukan berupa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Perlunya Pemerintah Kota Banda Aceh merevisi Peraturan Daerah 

Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima karena sudah tidak 

relevan lagi dipakai pada kondisi dan perkembangan Kota Banda Aceh 

seperti sekarang ini. 

2. Pemerintah diharapkan tidka hanya berfokus pada keindahan tata letak 

ruang kota saja, namun kesejahteraan PKL sebagai masyrakat yang 

ekonominya dibawah rata-rata juga perlu diperhatikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo, 

2007),  

Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: 

Kencana, 2013) 

Jeane Elisabeth Langkai,  Analisis Kebijakan Publik, (Malang, Jawa Timur: CV 

Seribu Bintang, 2019) 

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,  

Sahya Anggara,  Kebijakan Publik, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014) 

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),  

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatf, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

Jurnal, Skripsi, dan Tesis 

Cania Grenada dan Amni Zarkasyi Rahman, Implementasi Kebijakan Penataan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Meerah pada Kawasan Alun-alun 

dan Masjid Raya Kota Bandung, (Universitas Diponegoro: Bandung, 2012) 

dalam https://ejournal3.undip.ac.id.  

Khairil Anshar dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda 

Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima (Analisis Konsep Al- Maslahah), Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (Uin) Ar- Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016 

Khozainul Ulum dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area 

Publik Sebagai Lapak Berdagang Pkl (Kasus Pada Paguyuban Pujasera 

“Makmur” Di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang), Fakultas 

Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisngo Semarang, 2016. 

https://ejournal3.undip.ac.id/


67 

 

 

Rholen Bayu Saputra dengan judul profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) Yang 

Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja 

Kecamatan Senapelan), fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau, 

2014. 

 

Regulasi 

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

 

Website 

Iqbal Tawakkal Pasaribu, Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek 

Hukum, (artikel), dikutip dari website: http://hmi.wordpress.com, diakses 

pada tanggal 8 Agustus 2021 

Konsep Kebijakan Publik, diakses di konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 8 

Agustus 2021  

Konsep Kebijakan Publik, diakses di 

http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/ konsep-kebijakan-

publik.html, diakses pada 8 Agustus 2021  

Tirtayasa Serang, 2010),  http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/, diakses pada 20 

Agustus 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/%20konsep-kebijakan-publik.html
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/
http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/


68 

 

 

INSTRUMEN PERTANYAAN 

Pedagang Kaki Lima  

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi PKL ? 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah bekerja sebelum menjadi PKL ? Jelsakan! 

3. Mengapa memilih menjadi PKL? 

4. Seberapa besar keuntungan yang didapatkan? 

5. Adakah resiko yang dihadapi ketika menjadi PKL? 

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di 

trotoar atau di pinggiran jalan ? 

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 

2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ? bagaimana 

pendapat anda? 

8. Dampak pemberlakuan qanun tersebut? 

9. Adakah masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya penertiban yang 

dilakukan pemerintah tersebut? 

10. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan tempat ini? Coba Bapak/Ibu jelaskan 

proses perizinannya ! 

11. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah? 

12. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini ?  

13. Bagaimana kesiapan PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungannya ? 

14. Bagaimana kesiapan menjaga ketertiban dan keamanan lingkunganya ? 

15. Dengan keramaian yang ada harus dapat menjaga kerawanan lalu lintas, 

kejahatan dan keramahan warganya. Bagaimana menurut anda? 

16. Menurut anda, mengaun tersebut? 

17. Apakah ada kesepakatan sebelum menggusur ? 

18. Apa saja kerugian yang di alami oleh pedagang kaki lima akibat dari 

penggusuran ? 

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh  

1. Apakah ada data jumlah PKL di Banda Aceh? 
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2. Apakah jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh mengalami penurunan 

atau peningkatan sebelum dan sesudah qanun diberlakukan? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas dalam menangani jumlah PKL 

yang meningkat ?  

4. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan 

pasar?  

5. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas ketika melakukan 

pendataan ? 

6. Apa saja solusi yang pemerintah tawarkan dalam mengurangi jumlah PKL? 

7. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh dinas terhadap PKL ? 

8. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Peraturan Wali 

Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap PKL ? Jelaskan  

 

Dinas Satpol PP dan WH Banda Aceh  

1. Berapa kali operasi (penggusuran) yang dilakukan Satpol PP ?  

2. Aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan oleh Satpol PP dalam melakukan 

penggusuran ? Seperti aspek instansi, peringatan-peringatan. 

3. Bagaimana respon PKL terhadap penggusuran yang dilakukan? 

4. Batasan dalam bertindak atau tolak ukur apa yang digunakan oleh Satpol PP 

dalam menangani PKL ? 

5. Atas dasar apa Satpol PP bertindak melakukan penggusuran ? Apakah atas 

dasar surat perintah atau Undang-Undang ? Jelaskan ! 

6. Bagaimana tindak lanjut (penanganan) Satpol PP terhadap PKL yang masih 

berjualan di trotoar atau di pinggiran jalan ? 

7. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas terhadap PKL yang melanggar 

(masih berjualan di pinggiran jalan) ? 

8. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam bertindak 

melakukan penggusuran ? 

9. Bagaimana kejelasan dan sosialisasi qanun tersebut kepada PKL ? 
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10. Bagaimana konsistensi dari pihak satpol pp dan wh dalam melaksanakn 

qanun tersebut ? 

11. Apakah secara sdm tercukupi dalam pelaksanaannya? 

12. Apakah dampak dari diterapkannya qanun tersebut ? 

13. Bagaimana respon pkl terhadap penerapan qanun tersebut dilapangan ? 

14. Bagaimana terkait SOP nya ? 

 

DPRK dan Wali Kota Banda Aceh/ Sekretariat Kota Banda Aceh 

1.  Mengapa pemerintah mengeluarkan qanun berkaitan dengan penertiban 

PKL ? 

2. Apakah pertimbangan pemerintah untuk melakukan penertiban ini hanya 

didasarkan pada pertimbangan tata kota saja? 

3. Apakah ada Kesepatan terlebih dahulu dengan para PKL sebelum 

dipindahkan? yang seperti apa ?  

4. Program2 yang dilakukan apa saja ? 

5. tujuannya dari program tersebut apa saja, serta aktor-aktor mana saja yang 

terlibat ? 

6. apakah secara sumber daya memadai dalam pelaksanaanya? 

7. Bagaimana kejelasan dan sosialisasi qanun tersebut kepada PKL ? 

8. Bagaimana konsistensi dari pihak pemerintah dalam melaksanakn qanun 

tersebut 

9. Bagaimana pendekatan pemerintah kepada pkl dalam upaya pemindahan 

pkl ? 

10. Apakah selalu dipantau setelah pemindahan terkait perkembangannya? 

11. Bagaimana SOP pelaksanaan qanun tersebut ? 

12. Apakah dampak dari diterapkannya qanun tersebut 

13. Apa saja faktor pengmabat pelaksanaan qanun? 

14. Bagaimana respon pkl terhadap penerapan qanun tersebut dilapangan ? 
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Wawancara  dengan Anggota DPRK 

 

 

Wawancara  dengan Kepala Satpol PP 
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Wawancara  dengan  Staff UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pasar

 

 

Wawancara dengan PKL 
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Lampiran Qanun 
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